Dugaan Korupsi PDAM Hulu Sungai Tengah,
Kejari Tetapkan Empat Tersangka

news.detik.com

Kasus dugaan korupsi pengadaan tawas Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)
Hulu Sungai Tengah (HST), Kejaksaan Negeri HST melalui Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) HST, Trimo SH menetapkan 4 tersangka, satu di antaranya adalah Direktur Utama
PDAM Kabupaten HST.

Trimo menjelaskan, kasus ini adalah terkait pengadaan tawas Tahun Anggaran 2018
hingga 2019 yang nilainya mencapai Rp2 miliar lebih.

Dia menyebut tersangka pertama adalah SBN merupakan Direktur Utama PDAM
HSTperiode Tahun 2018-2022. Tersangka kedua berinisial KDA, merupakan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) di PDAM HST.

Tersangka ketiga berinisial IS menjabat sebagai Direktur CV Karisma Niaga
Banjarmasin selaku penyedia barang. Tersangka keempat berinisial ANZ merupakan Direktur
CV Trans Media Communications Barabai.

Pada pemberitaan sebelumnya Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) HST klaim sudah
mengantongi nama tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan tawas
di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Hulu Sungai Tengah (HST).

Ditanya kendala penyidikan kasus pengadaan tawas tahun anggaran 2018 — 2019 yang
kemudian mulai diproses tahun 2020 ini, Trimo mengatakan tidak ada kendala secara khusus,
hanya saja menunggu hasil audit BPKP.

Sumber Berita:

https://koranbanjar.net, Dugaan Korupsi PDAM HST, Kejari Tetapkan 4 Tersangka, Satu
Diantaranya Direktur Utama, Kamis, 1 April 2021.

https://kalsel.inews.id, Kejaksaan Kantongi Nama Terduga Korupsi di PDAM HST, Rabu,
16 Maret 2021.
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Catatan:

A. Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa:
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan
APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia
barang/jasa.

1. Jenis-jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pengelompokan kebutuhan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat

dikerjakan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Barang, yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh K/L/PD. Contoh: pengadaan buku sekolah,
pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lainnya.

b. Pekerjaan Konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh : Pekerjaan bangunan gedung/sipil
dan mencakup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi
khusus, konstruksi prapabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan
peralatan.

c. Jasa Konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware). Contoh : Jasa konsultansi di bidang pekerjaan konstruksi, Jasa
konsultansi di bidang transportasi, Jasa konsultansi di bidang hukum, Jasa
konsultansi di bidang pendidikan, Jasa konsultansi di bidang kesehatan, Jasa
keahlian profesi, dan lain sebagainya.

d. Jasa Lainnya, yaitu jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan,
metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh :
pengadaan jasa boga (catering service), pengadaan jasa layanan kebersihan
(cleaning service), pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, pengadaan jasa
penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, pengadaan jasa penyelenggaraan acara
(event organizer), pengadaan jasa pengamanan, pengadaan jasa layanan internet,
dan lain sebagainya.
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2. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
a. e-purchasing

E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing wajib

dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional
dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala
daerah.

b. pengadaan langsung

pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

yang bernilai paling banyak Rp200 juta.Pelaksanaan pengadaan langsung

dilakukan sebagai berikut:

1) pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan

barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis

dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang
menggunakan surat perintah kerja.
c. penunjukan langsung;

penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

dalam keadaan tertentu, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih, dengan

disertai negosiasi teknis maupun harga.

Kriteria keadaan tertentu itu meliputi:

1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti
komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden;

2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen,
perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden
dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat
kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan
yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya;

4) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1
pelaku usaha yang mampu;

5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan
kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
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rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang
bersangkutan;

7) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin
dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk
mendapatkan izin dari pemerintah; atau

8) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang
mengalami kegagalan.

. tender cepat

Tender cepat dilaksanakan dalam hal:

1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

2) pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan:
1) peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;

2) peserta hanya memasukkan penawaran harga;

3) evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

4) penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

. tender

Sedangkan tender dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan
penyedia lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d
Perpres 16/2018.

Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi:

1) pelaksanaan kualifikasi;

2) pengumuman dan/atau undangan;

3) pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

4) pemberian penjelasan;

5) penyampaian dokumen penawaran;

6) evaluasi dokumen penawaran;

7) penetapan dan pengumuman pemenang;

8) sanggah; dan

9) sanggah banding (khusus pada pekerjaan konstruksi saja).
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3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Selanjutnya, khusus untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, terdiri dari:
a. Seleksi, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp100 juta.
b. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai
dengan paling banyak Rp 100 juta.
c. Penunjukan Langsung, dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan
tertentu, meliputi:
1) jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang
mampu;
2) jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta
yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3) jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau
pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi
gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan
pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
4) permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi yang
sama, dengan batasan 2 kali.

B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang
negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau
orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan
pengertian korupsi (terjemahan bebas):

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan
yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara
salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan
untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-
hak dari pihak lain.”

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
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Pasal 1 angka 1, menyebutkan:
“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor / UU PTPK) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan peraturan tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak
pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tersebut dapat disederhanakan ke dalam tujuh
kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam
jabatan, pemerasan, perbuatan  curang, benturan kepentingan  dalam
pengadaan, dan gratifikasi.

1. Kerugian Keuangan Negara

UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur ‘dapat
merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti
langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap
merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan
kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XI1V/2016 mengatur bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.

Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap
Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur
dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi:
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1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau
janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,
dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan  sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang; atau

C. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,
telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang
berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan
curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan
sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di
mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, Yyangpada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap
dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi
adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun
dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling
banyak Rpl miliar.
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Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak
tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(sumber:
https://mww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-
tindak-pidana-korupsi/)

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21
UU PTPK;

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur
dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK;

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam
ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK;

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu,
diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK;

5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau
Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK;

6. Saksi yang Membuka lIdentitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31
UU PTPK.

C. Kerugian Negara
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (“UU BPK”):
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.”

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(“UU Perbendaharaan Negara™):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik

sengaja maupun lalai.”
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Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan ‘“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara”
adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan
instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. ”

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa
kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara
atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan
administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan
negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para
pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada
khususnya.
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